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PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIS DESA
DALAM MANAJEMEN LAYANAN ADMINISTRASI
DESA DI KECAMATAN PADANG CERMIN
KABUPATEN PESAWARAN

Simon S. Hutagalung', Nana Mulyana®, Dedy Hermawan’
L33 Jumsan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
!-simon sumanjoyo/a fisip. unila.ac.id

ABSTRAK

Kapasitas Selaetaris Desa memipakan hal penting vang hams terkondisilan dalam
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, dikarenalkan
seloretaris desa meropakan aparatur utama dalam pemerintahan desa vang mengelela
layanan admuimistrasi desa. Hadimya kebijakan desa vang baro memberikan
unplikasi penguatan kapasitas dan khnerja seloetaris desa melalui be:hagm paya
peningkatan mwtn suwmber dayva manusia. Twjean dan kegiatan ind adalah
neningkatkan pengetahvan dan pemahaman Aparahy Pemerintah Desa dan
neningkatian kapasitas Selxetris Desa dalam pengelolaan Lavanan Administrasi
Pemerintahan Desa. Eegiatan i dilalsanalan dengan metode totomal, yai
mempraktelkan secara langsung point-point wiama dan substansi materi, dan
dizkmsi/ tanya jawab grena aparatur desa bisa secara langsung mendapat pemahaman
vang memadal saat mengalami kendala dalam prakiek layanan admimistras: desa.
Evaluasi yang digunakan vaitu evaluasi Inantitatif melalui pre fest dan post fest serta
evaluasi vang dilalukan melal penilaian observasi dalam diskusi/ tanya jawab
selama kegiatan (tutorial dan dislmst) berlangsung antara fasilitator dengan peserta.
Berdasatrkan analisis terhadap kegiatan vang dilalukan maka dapat diperoleh
kesimpulan; (1). Meninglatnya pemahaman para sebretans desa tentang manajemen
layanan adounistrasi serta proses dan melanisme pengelolaan manajemen layanan
adnmnistrasi desa yang ditandai dengan meningkatnya persentase skor rata-rata pre
fest dan post fest hingga 30%. dan (2). Dapat dievaluasi bahwa telah dipahaminya
peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan manajemen layanan administrasi desa
dalam Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh para Selxetaris Desa
di Kecamatan Padang Cernun Kabupaten Pesawaran.

Eata Eunei: Seloetaris Deza, Adminiztrasi Desa, Otononi Desa, Pemerintah Desa.
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PENDAHULUAN

Hingga saat i sekitar 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan
meski kecenderunganmya menurun seiring dengan whamsasi. Selama i kawasan
perdesaan dicirikan cleh rendahnya tingkat produltivitas tenaga kerja, tingginya
tinglat kemiskinan dan rendabnya lmalitas lingkengan pernmliman (Bachman
2014). Pendahnya produltivitas tenaga kerja di perdesaan bisa dilihat dari besarnya
tenaga kerja yang ditampung sektor pertanian (46.26% dari 90.8 juta penduduk yvang
bekerja) padahal sombangan seldor pertanian dalam perekonomian nasional
menuun menjadi 159 % (Susenas, 2003).

Sementara itu tingginva tingkat kemislinan di pedesaan culup signifilan Hal
tersebut bisa ditinjau dari indikator jumlah dan persentase penduduk mislan (head
count), mavpun tinglat kedalaman dan keparahan lkemislinan (LIPT, 2014).
Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walavpun dari sist jumlah kepuskinan di
perdesaan memunn, nanmm secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada
bulan Maret 2015 persentaze pendoduk muskin perdesaan sebesar 14,21 persen, 1aln
twrun pada September 2015 memjadi 14.09 persen kenmdian naik 0,02 persen &
bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen Indels kedalaman kendskinan daerah
perdesaan pada MMaret 2015 sebesar 2,55 atau lebih rendah dan bulan Maret 2016
sebesar 2,74 (BL 2016). Hal ini menunjulan bahwa uluran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap gans kepuskinan masih
tingm. Seiring dengan itn, mdeks keparahan kemislinan daerah perdesaan pada
periode vang sama juga meninglat dari 0,71 menjadi 0,79 (SPL 2016).

Memuwt Bappenas (2003) pembangonan perdesaan vang relatif tertinggal
dizsebabkan oleh masih banvalmya permasalahan vang dihadapi, di antaranya adalah
rendabnya lmalitas SDM di pedesaan vang sebagian besar berketrampilan rendah
(low skilled). Hal i ditvnynddoan dengan rata-rata lama sekolah penduduk bermsia
15 tahuin ke atas bam mencapai 3,84 tahon atau belwmn lnlus SDIMI sementara itu
rata rata lama sekolah penduduk perkotaan sudah mencapai 8.73 tahmn. Selain itn
kemampuan keaksaraan pendndulk perdesaan juga masih rendah yang ditunjuldean
oleh tingginya angka buta aksara yang masih sebesar 13,8 persen atan lebih dagi dua
kali Lipat penduduk perkotaan yang anglanya sudah mencapai 5. 49 persen (Susenas,
2003).

Eelevan dengan kondisi tersebut lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis
masyarakat yang terjadi di desa menjadi zalah satu penyebab rendahnya kapasitas
desa Ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan
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aspirasi masyarakat uvntuk perencamaan lepgiatan pembansunan serta dalam
memperknat posisi tawar masvaralat dalam  aldivitas ekonom  (Prafitn &
Damayanti. 2016). Di samping itn juga terdapat permasalahan masih terbatasnya
akses, kontrol dan partisipast peremnpian dalam kegiatan pembangunan di perdesaan
vang antara lain disebablan masih knatnya pengamb nilai-nilad sosial budaya vang
patriarkd. vang menempatkan perempuan dan laki-lald pada kedudulan dan peran
yang berbeda dan tidak setara (Dasaluts, 2009).

Dialam perspeltif administrasi publile. permaszalaban-permasalahan desa yang terjadi
dan mengakibatkan lurang berkembangnva pembangunan di desa tersebut menulila
relevansi dengan tanggung jawab kelembagasn yang melaksanalan peranmya
terhadap aspek-aspek kehidupan masvarakat (Dharmawan 2006). Aspek
kelembagaan sebagaimana vang dissimpulkan oleh Asian Development Banl: (1978)
mempakan  faktor wtama vang menentulkan  jalannya  pembangunan  dan
perkembangan di desa. Kelembagaan dalam hal ini adalah pemerintah yanz
hirarkinya hingga pada tingkat pemerintah desa belum berperan lebih progresif
dalam menangani masalah-masalah yang senantiasa mmncul. Padahal pemerintah
desa sebagaimana yang diatwr oleh Undang Undang Mo 32 Tahun 2004 juga
memilily kewenangan untuk mengelola wilayah dan potensi vang ada pada linglup
desa secara otonom

Disebutkan di dalam Pasal 206 Undang Undangs No 32 Tahoen 2004 babwa wosan
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa vaitu: 1). Urnsan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan halk asal nsul desa, 2). Unisan pemernintahan vang menjadi
kewenangan kabupatenkota yvang diserahkan pengatnurannya kepada desa. 3). Tugas
Pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propins: danfatan pemerintah
Kabupaten. 4). Umsan pemerintahan lainnya yvang oleh peratoran perundang-
undangan diserahlkan kepada desa. Demildian juga dengan Undang-undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan mendasar bagt kedudukan dan
relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan perencanaan
pembangunan, kenangan dan demokrasi desa. Melahu UL i kedudukan desa
menjadi lebih kmat. ULT ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat
mendapat perlalman yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah Dalam hal
imi, desa diberikan otonomi uotk mengator dan mengnis kepentingan masyaralat
berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan mila sosial budaya masvarakat desa,
serta menetaplan dan mengelola kelembagaan desa (Aziz 2016).

Berdasarkan kewenangan tersebut nampak bahwa Desa sesungguhnya memilili
kemandirian di dalam proses pembangunannya. Ini artinya pemerintah desa dengan
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instrumen beropa kebijakan vang terbula bagi inovasi lolal semestinya dapat lebih
berperan secara antisipatif dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi yang
terjadi (Dharmawan, 2006). Knrang terlaksananya peran kelembagaan desa tersebut
terutama ditentilan oleh faktor sumber daya mannsia sebagai penggerak utama bagi
seluh proses kebijakan vang masih rendah Sumber daya manusia yang rendah
ditandai dengan lemahnya kreativitas. lemahnya sikap kritis serta melemahlan
tinglat parfisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aldbat dari hal itu malka
perubahan sosial dan ekonon masyarakat pedesaan sangatlah kecil dan stagnan
(Purnome, 2004)

Kalau kdta lihat secara konseptual dan lita kastlan dengan sumber daya mammsia
dalam aspek kelembagaan desa maka akan berkaitan dengan peranan vang
dijalankan oleh mereka Ada tiga peran penting vang dapat dijalankan oleh
pemerintahan desa melalni aparatwnya, vaite (Ndraha 1990: 141):

1. Menterjemahkan gagasan mlai atan target dan Inar atan pemenntah agar dapat
dipahamy oleh masyarakat desa.

2. Menawarkan berbagai pagasan_ nilai atan target dalam berbagai alaternatif, baik
dari masyarakat desa kepada pemerintah manpuan sebalilmya

3. Menggunakan segala posisi yang ada padanya vatuk mendulung pilihan vang
dilalmlan masyarakat dan mengerablcan segenap dava kepemimpinaninya agar
apirasi masyarakat desa yang dipimpinmya bisa terpenmhi.

Proses memahami menterjemahlan aspirasi vofuk kenmdian mengolah dan
mengelola hingga menjadi produk pemerintahan mempakan suat ranshkaian
komibinasi yang apabila dikaitkan dalam konsep kmalitas sumber daya manusia malksa
akan berkaitan dengsan kemampuan-kemamyman yang dimilild aparate womk
mengelola pemerintahannya. Kemampoan manajenal dan kepemimpinan begitu
memensauhi dalam membentuk: orgamiazi kerja pemerintahan desa vang dapat
bekerja secara malesimal (Ulina, 2014).
Sebagai sebumah stroddur logis pemerintzhan pengembangan kapasitas Desa
mempakan kompenen wtama bagi pengembangan kapasitas Kabupaten. Desa vang
diperlalmlan secara lebih batk sehingga mereka mampe memilili keberdayaan
untuk melaksanalan berbagai altivitasnya secara lebih sistematis merupalan salah
satu kelmatan yang penting bagi sebuah Kabupaten nntul: mennlila daya saing dalam
berprodukst melahy media-media pengembangan kesejahteraan dan berinteralesi
secara dinamis dan putealis dengan daerah lainnya.

Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Lingkungan Hidup | 14
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Pada zato sisi desa memilild keunilan dalam bentnl: adanya karakteristikc kmltoral
vang mewamnai aktivitas pengelolaan masyaralatnya. Karaldenstik ini menjadi
sebuah referenst dalam melaksanakan tata hubungan bermasyarakat dan joga dalam
mengelola pemerintahan pada lingknpayva. Adanya inisiatif lokal dan kearifan lokal
(local wisdom) dalam merespon permasalahan vang sermngkali mwnenl dalam
kehidupan di desa menjadi sebuah kelmatan bagi mereka (Willivanto, 2013). Pada
sisi vang lain desa mempakan sebuah entitas vang masih haus dengan referensi-
referensi bars di dalam aspek pengelolaan masyarakat dan pemerintahannya.
Eommnitas desa vang saat ind sudah memilild justifikasi womk mengelela entitas
mereka secara mandiri secara paralel juga memerlukan masukan-masulan segar
yang bisa memberi inspirasi bagl mereka dalam mengelola entitasnya.

Dibutuhkan berbagal kontribusi dari pihak lvar, termasuk adalah dari kelompolk
akademilk otk memberi kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas desa
tersebut. Kontribusi vang terpenting bukan hanya dalam aspek infrastruldur vans
memang secara nyata diperlulan guna memperoleh aksesibilitas vang lebih baik
dalam konminitasnya nanmun juga adalab dalam aspek peningkatan dan penambahan
kualitas rjukan bagt swnber daya manusia votuk melaksanalan berbaga fungsi
pengelolaan masyaralat desa. Konselmensi logis yvang bisa dihasillan dari usaha ini
adalah meninglatnya dan bertambahnya pula kualitas kinerja kelembagaan desa
vang dilkelola oleh merels vntuk melaksanalan berbagar fingsi kelembagaan yang
dijalankannya.

Linglmp yang dikenmbalean tersebut merpaloan prospek bagi kontribusi nyata pihal
akademis dengan prinsip Tri Darma Pergoman Tinggt vang dimilifbinya. Kelompok
akademis dalam hal ini dapat menjalankan peran untuk memberilan rjulan-myukan
barm atan vang lebih baik dalam aspek pengelolaan Sumber Daya Mamisia (aparatur)
pemerintihan desa dan beberapa aspek: telnis dalam pengelolaan pemerintahan desa
selingra kemmdian dapat bermmplikasi pada pemngkatan kapasitas kelembagaan
desa secara keselwnhan

Penggerak wtama dalam pemermtahan desa adalah aparatur desa, Hmsus dalam hal
pengelolaan adpunistrasi desa dikordinasi oleh sekretaris desa. Sekretaris Desa
mempakan benteng bagi pemernntah desa dan secara tidal langsung sekaligns
sebagai wakil dari Eepala Desa (Jaitun, 2013). Terbukti apabila Kepala Desa
berhalangan dalam menjalankan togasova, maka Sebretaris Desa yang akan
nenggantikannya. Kedudukan Selxetaris Desa sampai saat im belum terlihat secara
jelas pengerjaan administrasi vang baik dan begitn juga pelayanan terhadap
mmsyarakat secara profesional. Selretaris Desa sebagal aparatr utama pada

Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Lingkungan Hidup | 15



EOMFEREMNS] NASIOMAL PEM-CSR KE-3 TAHUM 2017 | SURAKARTA, 19 — 21 OKTOBER 2017

pemerintshan desa belom  dielonit secara khusus  dengan  memperhatilan

kapasttasnya. Kimsusnya kemampuan di bidang adninistrast perkantoran tentunya

akan berdaitan dengan pelalsanaan admimstrasi desa. Terbukti masith ditenmkan

Selretaris Desa yang tidak bisa menjalankan komputer (Hutagalung, 2013).

Sementara mgas Selvetaris Desa adalah mencatat segala sesnatn kegiatan yang ada

di dalain pemerintaban desa temitama dalam hal wrusan administrast kenangan desa

dan bukpe adoumistrasi desa. Pengangkatan Selretaris Desa tidak semmanya

dismbangs dengan kinerja yang lebih baik dan profesional, misalnya tentang

pelayvanan terhadap masyarakat dan tertib administrasi (Fochmawanto, 2013).

Pervbahan strulter vang terjadi dalam keontels pemekaran Kecamatan menjadikan

Eecamatan Padang Cernun melepas beberapa desa. sehingga saat ini hanya terdin

dari 11 desa vang definitif Selain itn, banyalmya dusun dan BT di Kecamatan

Padang Cermin juga mengalami perubahan pada tabun 2015. Pada tabun 2014

terdapat 170 dusun kenmdian &1 tabmn 2015 berubah menjadi 59 dusun. Perubahan

ud terjadi karena ada pemekaran wilayah Sedanglan banyakoya BT pada tahun

2014 adalah 536 kenmdian di talmn 2015 mengaland perubahan menjadi 143 RT.

Konteks perubahan rentang sturnldur pemerintahan ind juga vang mendoreng urgensi

kapasitas aparatur pemerintahan desa, Hmsnsnya seloetaris desa unk menmlils

kinerja vang optimal Meskipun kenmdian ditepmban beberapa hal vang lavak
menjadi catatan.

Kajian pendahnlpan dilalmkan dengan observasi dan wawancara kepada aparatur

Kecamatan Padang Cermin Dari proses tersebut diketalmi beberapa masalah yang

teridentifikasi dan terkait dengan analisis situasi yang telah dipaparkan sebehunnya,

yaitu:

1. Masih lemahnya dualitas proses dan substansi yang dihasillan dari kegiatan
pemerintaban desa menjadikan desa sebagai satuan pemerintaban otonom yang
belum nampn menghasilican perubahan yang berdava guna.

2. Lemahnya kpalitas kegiatan pemerintahan desa tersebut memipakan implilasi
dar1 lemabnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengetahvan dan
pemahaman tentang Pemerintahan Desa.

3. EKondisi vang terjadi tersebut dikarenakan lowanpnya pembimbingan dan
pelatihan aparatur pemerintah desa dalam melaksanalan aldivitas admenistrasi
pemerintah desanya.
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Identifilasi dari lajian awal tersebut semalin mempedmat perhmya intervensi
terhadap kapasitas para seloetans desa yang berada di wilayah Kecamatan Padang
Cermin. Intervensi vang dikenmibakan tersebut mempalan prospek bagi kontribusi
nvata pihal: akademis dengan prinsip Tri Darma Perguman Tinggi vang dimililanya.
ryjukan-mjulan bam atan vang lebib baik dalam aspek pengelolaan Sumber Daya
Manmusia (aparatur) pemerintahan desa dan beberapa aspel: tekmis dalam pengelolaan
pemerintahan desa sehingga kepmdian dapat benmplikasi pada peningkatan
kapasitas kelembagaan desa secara keselumhan

Oleh karena i dilalsanakan kegiatan peningkatan kapasitas selretans desa dalam
rangka manajemen administrasi desa. Adapun tyjuan dari kegiatan i antara lain;
(1). dipahaminya reang linglmp aldivitas layanan admunistrasi pemerintahan desa,
(2). dipahaminya berbagal aspek telmis (caralangkah-langkah/prosedur) dari
masing-masing  komponen mang lingkmp  aktivitas Layanan Administrasi
Pemerintahan Desa. Selain it kegiatan ini memulild beberapa manfaat. antara lam;
(1). meningkatkan pengetalman dan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam
hal Pengelolaan Alktivitas Layanan Admbnistrasi Pemerintahan Desa, (2).
meningkatlan kunalitas aparatur Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan Layanan
Administrasi Pemerintahan Desa.

METODE

Karena berhubungan dengan transfer pengetahuan khususmya yang berlaitan
dengan altivitas Pokol: Pemerintahan Desa malka kegiatan ini dilaksanalan dengan
metode; (1), Ceramah dan totorial, vang dalam hal i dilakulan dengan cara
penyvampaian aspek kensepmal dan mempralteldoan secara langsung terhadap point-
point utama dari swbstansi materi. (2). Diskusi’ Tanya Jawab, digunakan secara
bersamaan dengan aktivitas tutorial sehingga aparatur desa dapat secara langsung
mendapat pemahaman vang memadai saat mengalami kendala. Metode pelalssanaan
kegiatan tersebut dapat diflustrasikan kedalam sambar sebagai berikut:
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P Kegiatan -,

= Pengetahuzn kyanan » Mieningkabya
acministras desa pengetabuan tantang
» Kapmzits teimis = Ceramah dan Tutorial myanan sdm desa
adminesiras desa = Diskusi dan tanym jawak = hdemi

keterampilan teknis
acministrasi cass

Kondisi Awal ks ~ -

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

penyampaian vang saling berkaitan Berikut adalah sosunan materi pada sesti
ceramah dan tutorial:
Tabel 1. Materi dan Pemateri Dalam Kegiatan

No Materi Pemateri Sesi
1 Implementasi Kebijakan Dr. Dedy Hermawan M.5i I
Pengnatan Pemenntahan Desa
dalam Pelayanan Publik di Desa
2 Administrasi Aset dan Kelayaan ~ Simon S. Hutagalung, MPA
Desa Dalam U No 6 Talun 2014
3 Administrasi Kependudulan Desa  Nana Mulyana, S.1P, M.5Si II
Memuet T No 6 Tahun 2014

Melihat linglup pengetalman yang akan diberikan merupakan domain dan
Pemerintah Desa maka kegiatan ini melibatkan para Seloetaris Desa. Jumlah
Lkhalayak sasaran antara dalam kegiatan ini adalsh 11 orang Kegiatan yang
diperuntuldean bagi Sebretaris Desa ini melibatian beberapa pihak terkait yang
berada pada Desa yang menjadi lokasi kegiatan diantaranya vaitu; (1). Pemerintsh
Desa, yaitu Kepala Desa dan Peranglkat Desa, (2). Organisasi Masyarakat, seperti
Karang Taruna, PEK dan Risma pada Desa setempat.
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Rancangan evaluasi vang akan diguenalan untuk kegiatan ini. yaitn evaluasi dengan
menggunakan rating scale yvang dilalnlan melalni observasi dalam kegiatan diskusi/
tanya jawab serta pemantauan (monitoring) selama proses kegiatan (tutorial dan
dislmsi) berlangsung antara fasilitator dengan peserta. Guna memperlmat kegiatan
tersebut, dilabukan juga proses evaluasi melalui pre-test dan post-fest sehinega pada
akhirnya diperoleh penilaian vang dapat dikmantifikasi Berilwt adalah format
evaluasi kegiatan observasi dengan menggunalkan rating scale:

Wama Lenglap
Tresa Asal

- piws .Sm.n..;.... B .j-]'.a-sll- .

Sikap vans dimilai;

1. Persiapan alat dan bahan x
2. Motivasi untek melakulan peodstzan x

3. Kedisplinan pemulisan dokomen

4. Ketepatan dalam penulizan data x

5. Penpecckan hasil pendataan dokumen adnunisiast

Keterangan: Ben tanda {x) pada kolom yang sesuai 5: sa.nga.tl:lalk..-l bak, 3: cukup, 2
kugame, 1 sangat kurang

HASIL DAN PEMEBAHASAN

Pada materi pertama yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Layanan Adounistrasi
Desa Dalam T No 6 Tahun 20147 dikenmikakan oleh Bapak Dr. Dedy Hermawan,
M Si tentang latar nmnculnya perundang-undangan vang diperuntukan bagi desa.
Selain im dintaralean juga beberapa point penting tentang administrasi desa yang
kenmidian menjadi bagian dari substanst U7 No 6 Tahun 2014 Tentanz Desa
tersebut. Setelah itw, secara paralel Bapak Simon S, Hutagalung, MP.A vang
menyampaikan materi tentang “Admunistrasi Aset dan Kelayaan Desa dalam ULT
No 6 Talm 20147 memberikan identifikasi point penfing tentang aset desa dan
pengelolaanya di dalam peraturan tersebut vang juga hams disikapi cleh pemerintah
desa dengan melalnkan pengembangan kapasitas aparatur, selingga kemanfaatan
dari kebijakan tersebut dapat secara nyata dirasaloan oleh warga desa. Setelah it
dilanjutican dengan tutorial tentang administrasi aset dan kelayaan desa.

Pada sesi kedua Bapak WNana Mulyana, SIP, M5 menyampaikan tentang
“Adnunistrasi Kependndukan Desa”, belian memberikan identifilcasi hal-hal penting
vang hams diperhatikan dalam pendataan kependudukan desa, seperti misalnya
posisi desa dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. jenis-jenis
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layanan adnunistrasi kependuduan dan benfulk-bentuk dolmmen administrasi desa.
Pada tahap selanjuinya dilalnlean kegiatan tutorial tentang pencatatan dalam
dolumen administrast kependudukan. Setelah seluruh pemateri menyanypaikan
materinya, acara dilanjutkan dengan sest tanya jawab/diskust yang dilakmban secara
terpandu. Tanya jawab/diskusi berlangsung secara altif dan antosias. Hampir
sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atan meminta penjelasan
lebih mendalam tentang topik Manajemen Adpunistrasi Desa Dalam Undang-
Undang Wo 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan pengalaman dan permasalahan
yang swdah pernah merela rasalean.

Setelah kegiatan futonal dilalukan pada kedna sesi, dilakzanalan juga penilaian
observasi terhadap keterampilan para peserta. Pemilaian ini dilalulan zuna
mengetalmi perkembangan keterampilan vang diniliki oleh para selaetans desa.
Rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel beribout:

Tabel 2. Relapitulasi Penilaian Observasi Keterampilan Administras: Desa

Hasil
Mo Proses
5 4 3 2 1
Sikap vang dinilai: SB B € E 5K
1 Persiapan alat dan bahan 8 21
2 Motivasi untuk melakukan pendataan g 1 1
3 Eediziplinan penubzan dokumen 7 2 2
4 Eetepatan dalam penulisan data 7 > 2
5 Pengecekan hazil pendataan dokumen adoumistasn 8 2 1
Jumlah Centang B 9 2 0 0
Milaa 5 4 3 2 1
Jamlah x milas 180 38 & 0 0
Milar Total 232

Diketahmi bahwa milai total miminmum dihasilkan dan jumlah pertanyvaan dilali nilai
terendah dikali jumlah responden sehingga dipercleh angka 55 sementara milai fotal
maksimmm dipercleh dari jumlah pertanvaan dikali nilai tertinggi dikali jumlah
responden sehingga dipercleh angla 275, Kenmdian rentang anglka 35 hinggza 275
disusun menjadi lima kategori penilaian Kategorisasi ini nantinya dapat
menunjuldan posisi nilai total yvang sudah diperoleh dan penilaian observasi kepada
para selxetaris desa secara rata-rata. Sehingga apabila dikategomisasi berdasar 5

Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Lingkungan Hidup | 20



EOMFEREMNSI NASIOMAL PEM-CSR KE-3 TAHUMN 2017 | SURAKARTA, 19 — 21 OKTOBER 2007

kyiteria maka didapatkan posisi nilai total 232 berada pada kategorisasi sangat baik
Berilut adalah ilustrasi dari posisi nilai tersebut.

Sangat ) ]
K Eurang  Culup Baik Sangat Baik
0-55 56-110 111-165 166-220 221275

.1|.

Gambar 2. Hasil Kategorisasi Penilaian Observasi
Selain itu, setelah sesi tanya jawab/diskus dilaksanakan dan dianggap telah culup
menmaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian post
fest kepada peserta. Post fest dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan
penuh antusias. Post Test i bermanfaat uniuk melihat perubahan pengetahnan vang
terjadi pada peserta kegiatan. Berilart adalah daftar skoring yang membandinglan
antara pre fest dan pro fesf vang terbagi kedalam dua sest materi, pada sesi pertama
yang secara rerata menujullcan angla 26%. Distribusi nilai tersebut dapat dilihat dari
gambar berikut.
100

BO
&0

26

5 2|8 gl v =
5 = £ 2| 2 E:
~
3 5|2 A 3 =
L] fir Ly
=
1 . 3 4 5 & 7 B =] 10 11

N Skor Pre Test BN Skor Post Test = Peningkatan

Gambar 3. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi Administrasi Aset dan
Kekavaan Desa
Sementara itn, pada sesi administrasi kependudukan desa terjadi juga peninglatan
yang culup signifikan Peninglatan terfingm berada pada angla 33% dan
peninglkatan terendah pada angla 18%, sementara secara rerata peninglkatan terjadi
pada angla 27%. Sebaran anglka tersebut dapat dilihat dari gambar berilot:
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Gambar 4. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi Adnmmistrasi
Eependudulkan Desa

Dan pengamatan dan analizis data maka dapat dikatalean bahwa telah meningkatnya
penguasaan pengetahuan tentang Manajemen Administrasi Desa menut UL No 6
Tahun 2014 Tentang Desa oleh para seloetaris desa vang mengsilufi kegiatan
tersebut. Diari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui juga adanya beberapa
faktor pendulung dan  penghambat  vang mempengambi  kelancaran
penyelenggaraan kepiatan pengabdian kepada masyarakat i, Faltor pendulung it
adalah adanya gawrah dan ekspeldasi dari para peserta kegiatan voful mengiluti
kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, menmdahlan pemateri untuk
Selamn ttu. diketahw joga adanva faktor penghambat vang perle diantisipasi jika
hendalk melalksanalean kegiatan sempa pada masa yang akan datang Diantaranya
adalah belom dapat dilaksanalannva kegiatan vang lebih telmis dalam bentuk
micrnal pada beberapa aspek adodnistrasi desa lainnya. Adanya kegiatan futorial
yang lebih telmis sebenamya dapat lebih mampu meninglatkan kemampuan praktis
vang semestinya memang diliki oleh para aparatur desa.

Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Lingkungan Hidup | 22



KOMFERENS NASIOMAL PEM-CSR KE-3 TAHUN 2017 | SURAKARTA, 19 — 21 OKTOBER 2017

SIMPTULAN

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan vang dilalmdan maka dapat diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

1

Telah dipahaminya konsep manajemen layanan administrasi Desa yang sesual
juga dengan dalam Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa oleh
para Sekretaris Desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Meninglkatnya pengetalman dan keterampilan tentang proses dan melanisme
pengelolaan Administrasi Desa yang terlandung di dalam dalam Undang-
Undang Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa oleh para Seloetanis Desa di
Eecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dapat dilihat
dari hasil penilaian pre-fest dan post-fest pada sesi administrasi asset dan
kekayaan desa didapathkan grafik peningkatan vang secara rerata mennjuldan
angka 26%, sementara pada sesi administrasi kependudukan desa rerata
peningkatan terjadi pada angka 27%. Selain ito hasil penilaian observasi
tethadap perubahan keterampilan para seloretaris desa berada pada angla 232
dan termasuk dalam kategor sangat baik

Implikasi dari peningkatan tersebut adalah semakin optimalnya peran aktif
sebretans desa dalam Manajemen Administrasi Desa dalam Undanz-Undang
WNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh para Sekryetaris Desa di Kecamatan
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
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